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Pembentukan Indeks Reformasi
Birokrasi

Yth.
Daftar Terlampir
di
Tempat

Dalam  rangka  pembentukan  Indeks  Keberhasilan  Pencapaian  Reformasi  Birokrasi  pada
Instansi  Pemerintah,  yang  dilaksanakan  oleh  Deputi  Bidang  Reformasi  Birokrasi,  Akuntabilitas
Aparatur,  dan  Pengawasan  Kementerian  PANRB,  diketahui  bahwa  hasil  pengukuran  kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam pembentukan
indeks tersebut. Sebagai unit pembina kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) nasional, kami
bertanggung jawab untuk menyediakan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud, yang mana salah
satunya diperoleh dari hasil pelaksanaan SKM oleh setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, bersama surat ini kami mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk dapat
menyampaikan laporan hasil  pelaksanaan SKM pada periode Januari  -  Juni  Tahun 2023 melalui
bit.ly/pelaporanskmfkp  selambat-lambatnya  tanggal  15  September  2023.  Adapun  tata  cara
penyampaian  laporan  dan  format  laporan  yang  digunakan  dapat  diundah  pada
bit. ly/templateskm2023.

Informasi  lebih  lanjut  terkait  ketentuan  di  atas  dapat  menghubungi  Asisten  Deputi
Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat pada nomor 0811-1928-2666.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
 

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DIAH NATALISA
Deputi Bidang Pelayanan Publik
NIP. 196311151988102001



Daftar Penerima Undangan 

Yth. 

Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian 

Kementerian Koordinator  

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Kementerian 

5. Kementerian Dalam Negeri 

6. Kementerian Luar Negeri 

7. Kementerian Pertahanan 

8. Kementerian Agama 

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

12. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

13. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

14. Kementerian Kesehatan 

15. Kementerian Ketenagakerjaan 

16. Kementerian Keuangan 

17. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

18. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

20. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

21. Kementerian Perdagangan 

22. Kementerian Perhubungan 

23. Kementerian Perindustrian 

24. Kementerian Pertanian 

25. Kementerian Sosial 

26. Kementerian Sekretariat Negara 

27. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

30. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 

31. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

32. Kementerian Pemuda dan Olahraga 

33. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

34. Kementerian Investasi/BKPM 

Lembaga 

35. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

36. Dewan Perwakilan Daerah 

37. Dewan Perwakilan Rakyat 



38. Mahkamah Agung 

39. Kejaksaan Agung 

40. Komisi Yudisial 

41. Mahkamah Konstitusi 

42. Ombudsman RI 

43. Sekretariat Kabinet 

44. Pusat Reformasi Birokrasi TNI 

45. Asrena Kepolisian Republik Indonesia 

46. Komisi Aparatur Sipil Negara 

47. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

48. Komisi Pemberantasan Korupsi 

49. Komisi Pemilihan Umum 

50. Arsip Nasional Republik Indonesia 

51. Badan Informasi Geospasial 

52. Badan Intelijen Negara 

53. Badan Keamanan Laut 

54. Badan Kepegawaian Negara 

55. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

56. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

57. Badan Narkotika Nasional 

58. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

59. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

60. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS 

61. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

62. Badan Pembina Ideologi Pancasila 

63. Badan Pemeriksa Keuangan 

64. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

65. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

66. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

67. Badan Pengawasan Pemilihan Umum 

68. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

69. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

70. Badan Pusat Statistik 

71. Badan Riset dan Inovasi Nasional 

72. Badan Siber dan Sandi Negara 

73. Badan Standardisasi Nasional 

74. Dewan Ketahanan Nasional 

75. Lembaga Administrasi Negara 

76. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

77. Lembaga Ketahanan Nasional 

78. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

79. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 

80. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

81. Perpustakaan Nasional 

82. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan 

 




